
SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 62TAHUN 2020

■ . TENTANG . . . .

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik
: Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja .Negara Tahun Anggaran 2020, maka perlu 
dilakukan penyesuaian kembali Postur dan Rincian 

:. ' ' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa . guna ketertiban administrasi dan kelancaran 
pèlaksanaan kegiatan Pelayanan Laboratorium 
Kesehatan, Kegiatan Surveilance dan Penanggulangan 
Penyakit Potensial KLB, kegiatan Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit Menular Langsung dan 
kegiatan Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekes yang 
bersumber dari Dana Insentif Daerah pada Dinas 
Kesehatan, maka Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana teïah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 Jperlu diubah, perlu diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud hunif a, huruf b dan huruf c di atas perlu 
menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan 
Keenam atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administras! Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19);

17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
APBN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 155);

19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19);

20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Penetapan Kedaruratan Kejahatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (Covid -19);

21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana 
Nasional;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 
Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;



*

Menetapkan

28. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);

31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 
Nomor 20);

32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi 
Anggaran Untuk Perubahan Alokasi, dan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam 
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM 

ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 101 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 
Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan



Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I. diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

2. Ketentuan Lampiran ÎI.l diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II. 1 Peraturan ini.

3. Ketentuan Lampiran II.2 diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 Peraturan ini.

4. Ketentuan Lampiran II.3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.3 Peraturan ini.

5. Ketentuan Lampiran II.4 diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.4 Peraturan ini.

6. Ketentuan Lampiran IL5 diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.5 Peraturan ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 13 Juli 2020 
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR


